
)

,\. \.
SALINAN

GUBERNUR BENGKUTU
FERATURAI{ GUBERi.IUR BEi.IGKULU

NOMOR 30 TAHUN 2AL6
,ITJN'IAN(i

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNI-]R BEN G KT-I L-U.

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

jLrneto Pasal 93 Peiatttran Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

maka pen;psunan rencana kerja dan anggaran Organisasi

Perangkat Daerah menggunakan instrumen indikator kinerja,

standar biaya, dan evaluasi kinerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, perlu dibentuk Peratrtran Gubernur Bengkrilu tentang

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2OL7;

1. Undang-Undang Nsmor 9 Trehun 1967 tentang Pembenhrkan

Propinsi Bengkulu {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

L967 Nomor L9, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2828l;'

2. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2AA3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2861;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4

Nomor 244, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Al5 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 T'ahun 1968 tentang

Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun L967 dan

Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285a1;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelola.an Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOS Nornor 14O, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeriah, sebagairnana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tan'*un 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedornan Pengelolaan Keuimgan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 3 10) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2AL6

tentang Pedoman PenJrusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik

IndonesiaTahun 2AL6 Nomor 87al;

Peraturan Daerah Frovinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2OO7

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 T'ahun 2OA7l, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2OO7 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Provinsi

Bengkulu Tahun 2A16 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

MenetaPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
-r'AIIUI{ aItGGaRAi{'2r}77 .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1,. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

5.

6.

7.

8.
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4. Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Frovinsi

Benglmlu.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu'

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD

adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi

Bengktilu.

7. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya -vang ditetapkan

untuk men5rusun biaya komponen keluaran (otttput)-

8. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat

RKA-OPD adalah dokumen perenc€Lnaan dan penganggaran yang

berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan

kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar

penJrusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

Standar Biava Masukan Tatrun Anggaran 2A17

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini diatuf melrgenai Standar Biaya

Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

(1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2OLT terdiri atas:

a, biaya satuan; dan

b. tarif;

(2) Besaran Standar Biaya Mastrkan sebagaimana dirnaksud pada

ayat (1) tercantum dalam I"ampiran I dan Lampiran II yang

merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Pasal 4

Dalam rangka pen5rusunan dan pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Standar Biaya Masukan

Tahun Anggaran zAfi berfi.rngsi sebagai batas tertinggi untuk

menghasilkan biaya komponen keluaran (output).

Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2OL7 sebagai

batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1! merupakan

besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

(1)

(2t
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Pasal 5

(1) OPD dalam merrJrusun RKA menggunakan Standar Biaya

Masukan Tahun Angaran 2ALT sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3.

{2} Dalam rangka Fn3rusunan RKA, OPD dapat meaggunakan

satuan biaya masukan lainnya dengan berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) OPD bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan Standar

Biaya Masukan sebagaimana. dimaksud pada ayat (U dan

bertanggung jawab atas keknaran formal dan material

terhadap penggunaan satuan biaya masukan lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

{4} Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan

sebagaimana dimaksud pada a5rat (11 dan satuan: biaya

masukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 12)

dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah

sesuai dengan ketentuan peratrrran perundaag-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENU?UP

Pasal 6

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pad.a tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peratrrran Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Bengftulu.

Ditetapkan di Benglulu
pada tanegal 4 Olrtober 2A16

GUBERNUR BENGKIULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI
Diundangkan di Bengftulu
pada tanggal 4 Oktober 2AL6

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROYINSI BENGKULU
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

trd-

H. SUDOTO

BERITA DAERAH PRO\iINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 30
Salinan sesuai dengan aslinya2

ll.pt.KEPAI*. BrRo Hulru*: {
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